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WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATT'RAIT WALIK(yTA KCYTATOBAGU
ITODIOR ! ,? TAIII'N 2015

TEITTAITG

AIISI DAERAII PEI{CEGAHAN DAJT PEUBERA.TTASAI| KORT'PSI DI
LITGKIIITGA.IT PEUERII{TAII I(OTA X(}TAUOBAGU TAHIIT 2015

DETGAI{ RAIIUAT TI'IIAI{ YAI{G U,AHA ESA
WALIKOTA KOTA}IOBAGU,

tenlmbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip good gouernonce, cLean
gouemncnt dan reformasi birokasi, perlu dilakukan melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2Ol2 teotang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-
2015 dan Jangka Menengah Tahun 2Ol2-2O14 tentang Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Menengah 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu, perlu disusun aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu talun 2O15;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tahun
2015.

teagltrgat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO6 tentang Pengesahan
United Nation Conuention Againts Cornrytian, 2OO3;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan
Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, tarr,}rahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

2.

3.

4.
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun
20r2-20t4.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2015;

UEUUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015

BAB I
XETEIYTUAIT T'If,UM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang

selanjutnya disingkat AD-PPK adalah Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu Tahun 2015.

5. Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat TK-PPK
Kota Kotamobagu adalah wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan untuk monitoring, evaluasi dan
pelaporan AD-PPK di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota.

6. Satuan Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB II
AKSI DAERAII PEITCEG}AIIAI{ DAIf PEMBERAITTASAIT

KORI'PSII TAIII'IT 2015

Paral 2
(1) AD-PPK Tahun 2O15 diprioritaskan pada:

a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non
izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP);

b. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
c. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; 0r

,;



d. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama
dan pembantu;

e. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam
mekanisme pengadaan barang dan jasa;

f. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah persyaratan,
waktu maupun prosedur perizinan di daerah.

(2) Uraian AD-PPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

Pa.al 3
Dalam menetapkan AD-PPK sebagaimana dimaksud Pasal 2,
SKPD melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.

BAB III
PTUAITTAUAIT DA.!T EVALUASTI

Paral 4
(l) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait
lainnya.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK
digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pencegahan
dan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu.

BAB TV
PELITPORAIT

Pasal 5
(1) SKPD menyampaikan laporan capaian peLaksanaan AD-PPK

paling sedikit setiap 3 ( ;ga) bulan sekali kepada Walikota c.q.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Kotamobagu.

(2) Walikota c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyampaikan laporan capaian pela-ksanaan Aksi PPK
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c.q.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara; Menteri Dalam Negeri dan
Kementerian / Badan yang membidangi urusan perencan€ran
pembangunan nasional.

Paral 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator
menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK kepada Walikota
Kotamobagu setiap I (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.

o



Pada tanggal 2..|

BABV
XETEIITUAI{ PETINI'P

Pa3al 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal 2l SSlcrr6or 2Ol5

qWALIKOTA KCrTAilOBAGUT{

2015

AERAHqF

STAFA LIMBALO

KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR 2I

No. Pejabat Pengelola Fraf
1 Sekretaris I nspektorat .i
2 lnspektur Daerah

3 Kepala Sagian Hukum trt
4 Asisten Administrasi [.lmum \t^
5 Sekretaris Daerah k
6 Wakil Walikota (K

Diundangkan di Kotamobagu
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